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     ABSTRAK 

Yahya, Muhammad/222013059.Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah 

Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Talang Pangeran Ulu 

Kecamatan Pemuluttan Barat. Skripsi, Program Studi Akuntansi, Sarjana Degree 

(SI), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. 

Pembimbing: (1) Betri Sirajudin,SE.,M.Si.,AK.,CA, (2) Muhammad 

Fahmi,S,E,M.Si. 

Kata kunci : Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Dalam Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

Judul dari skripsi ini adalah “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah 

Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Talang Pangeran Ulu 

Kecamatan Pemulutan Barat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Alokasi Dana Desa. 

Penelitian ini dilakukan pada desa  Talang Pangeran Ulu. Teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan  alokasi dana desa 

pada tahun 2015-2016 persentasinya 99,9% sedangkan pada tahun 2017 

persentasinya 91,7%. Ini berarti bahwa Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah 

Desa Dalam Alokasi Dana Desa tidak terealisasi dengan baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Desa merupakan unit  paling bawah dalam sistem pemerintahan 

diIndonesia Peran,fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang 

strategis.Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian 

dari negaradan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan 

tinggal di desadan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di 

pedesaan.Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai 

apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau 

tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari  

Menurut Virgie, dkk (2013: 97) pengelolaan keuangan desa diturunkan 

dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa(APBDes). Sebagai daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan 

Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan 

pemerintahannya. Hal tersebut kemudian terjawab melalui PP Nomor 72 

Tahun2005 tentang Desa pasal 68 bahwa sumber pendapatan desa selain 

diperoleh daripendapatan asli desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil 

pajak daerahkabupaten atau kota, dana perimbangan keuangan pusat dan 

daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, dan hibah serta sumbangan dari 

pihak ketiga. Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada 

upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintah desa sebagai 
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lembagater depan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan 

berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. 

 Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan 

otonomi daerah sangat tergantung padaseberapa baik kinerja pemerintahan 

desa di dalam mengimplementasikan peranan,fungsi, dan wewenang sebagai 

pelayan masyarakat terdepan Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, 

kewenangan serta kewajibannyadalam mengelola kemampuan dan potensi 

yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki 

akuntanbiltas yang tinggi. 

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada 

masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai 

pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain 

itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan 

pemeritahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan good 

governance.Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan 

negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan 

menjagakeseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor 

swasta, danmasyarakat.  

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari 

instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan 

berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas 

didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap 
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klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya 

(Solekhan, 2012: 15). 

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan 

olehSumpeno(2011:223)melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggung 

jawabkan  kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan 

dan pemerintahan desa.  

Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan 

alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya Fungsi 

akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan 

yang belaku Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan 

penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. 

Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam 

memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya 

publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi  Transparansi di sini 

memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama 

untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan 

kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup 

masyarakat banyak. 

 Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip good governance adalah 

transparansi aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan 

keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Pemerintahan yang baik (good 

governance) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan 
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pemerintahan yang professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, 

memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan 

dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban 

publik dan, integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa 

untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. 

 Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi 

pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat 

memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang 

berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang 

lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan 

sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen 

penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi 

Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang 

diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi 

hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 

yang diterima oleh kabupaten. Pengertian tersebut didukung oleh Peraturan 

MenteriDalam Negeri Nomor 37 tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan 

KeuanganDesa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD 

Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan 

Daerah yangditerima oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk desa paling 

sedikit 10%. 
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Menurut Septian (2016: 94) dalam operasionalisasi desa untuk 

mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan 

pembiayaan,yang memiliki hubungan dengan ADD, sehingga pemerintah 

daerah kabupaten memberikan ADD kepada setiap desa yang berada di 

wilayahnya. Halini tercantum pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang 

menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa 

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang 

yang berhubungan denganpelaksanaan hak dan kewajiban desa.ADD diberikan 

oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari danaperimbangan APBN yang 

diterima oleh Kabupaten/Kota dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus(DAK) sebesar 10%. Dana 

tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan 

pemberdayaan masyarakat.  

Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan 

berbeda tergantung dari georafis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka 

kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa bermanfaat 

terhadap pendapatan desa (Dura,2016: 28).Dengan adanya pemberian ADD ini 

semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan 

desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan 

bahwa pemeritah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah 

untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah 

Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di 

daerah.Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung 



6 

 

 
 

secarasadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa.  

Tabel 1.1 

Alokasi Dana Desa 

Di Talang Pangeran Ulu  Kecamatan Pemulutan Barat,Kabupaten Ogan Ilir 

Tahun Anggaran Realisasi Persentase 

2015 1.374.000.000.00 1.373.374.423.92 99.9% 

2016 1.350.000.000.00 1.349.573.290.50 99.9% 

2017 1.215.309.000.00 1.115.319.000.00 91.7% 

     Sumber : Kantor Kecamatan Pemulutan Barat 2019  

Berdasarkan tabel 1.1 Menunjukan Rencana Penggunaan Dana (RPD). 

Dalam pengalokasian dana desa tersebut diperlukan badan permusyawaratan 

desa (BPDesa), sebagai pengawasan agar dana tersebut tersalurkan untuk 

pembangunan, Desa Talang Pangeran ulu masih minim pengawasan 

pengelolaan keuangan terhadap penggunaan anggaran. Fakta lapangan 

menunjukan bahwa anggaran yang dikeluarkan tidak jelas.  

Masalah lainnya akuntanbilitas (Pertanggungjawaban)  yang dibuat 

dalam bentuk laporan keuangan sampai saat ini juga belum ditunjang dengan 

sistem dan prosedur yang memadai. di Desa Talang Pangeran ulu Kecamatan 

Pemulutan Barat belum menerapkan dan membuat semua laporan yang 

menjadi peraturan dalam penyusunan laporan keuangan desa. Dari pelaksanaan 

sampai dengan pencapaian hasilnya belum dapat di pertanggung jawabkan 

kepada seluruh masyarakat desa. Program-program yang direncanakan pun 

masih banyak yang belum terealisasikan. 
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    Tabel 1.2 

   Survei Pendahuluan 

 

Nama Warga           Fenomena yang diterima 

Bapak M. Teguh Akuntabilitas kejujuran dan hukum di Desa 

Talang Pangeran Ulu belum di jalankan 

dengan baik. 

Bapak Ibrahim 

 

Belum efektif dan efesienya pola kerja di 

Desa Pangeran banyaknya kegiatan 

pembangunan yang belum terlaksana. 

Ibu Sundari Pencatatan keungan Desa di Desa Talang 

Pangeran belum melaksanakan tahap ini 

dengan baik. 

Bapak Sekdes 

Taufik Hidayat 

Pada tahap ini Kepala Desa Talang 

Pangeran bahwa dalam merencanakan 

sesuatu kami selalu mempertimbangkan 

kebijakan apa yang kami ambil khususnya 

untuk program pelaporan tidak pernah 

terjadi keterlambatan. 

Bapak Yanto Pada tahap pertanggungjawaban ini kantor 

desa Talang Pangeran tidak memaparkan 

secara luas anggaran biaya atas 

pembangunan desa 

         Sumber. Penulis, 2019 

 

 

 Desa Talang Pangeran ulu juga belum banyak melakukan perubahan 

pembangunan. Tingkat pembangunan didesa Pangeran ulu juga masih belum 

banyak yang berjalan seperti pembangunan jalan setapak masih banyaknya 

jalan yang rusak dan belum diperbaiki, adanya anggaran yang dikeluarkan 

mengenai pembuatan atau pembangunan taman, pelatihan kelompok nelayan 

dan pengadaan hewan ternak. 

Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan yang 

berkesinambungan yang meliputi keseluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan 

negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum 

dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (Siagian, 1985Dari berbagai 
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permasalahan dan latar belakang yang dihadapi pemerintah desa di desa Talang 

Pangeran ulu kecamatan Pemulutan Barat tersebut, 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan maka rumusan     

masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi 

Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

C.Tujuan Penelitian  

Seperti yang telah diuraikan pada perumusan masalah, maka tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

Untuk mengetahu akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dala 

alokasi dana desa. 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan akan 

memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya: 

1. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

dalam bidang akuntansi sektor publik, yaitu mengenai pentingnya prinsip 

Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya Pada Desa 

Talang Pangeran ulu Kecamatan Pemulutan Barat 

 



9 

 

 
 

2. Bagi Pemerintah Desa 

Bagi aparatur desa diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam 

mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan dana desa untuk dapat 

meningkatkan akuntabilitas, pemerintah desa, alokasi dana desa, sehingga 

akan menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya desa Talang 

Pangeran ulu kecamatan Pemulutan Barat. 

3. Bagi Almamater 

Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan 

menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang 

akan datang. 
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